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  ABSTRAK  - bahwa pengelolaan keuangan daerah yang sesuai kaidah pengelolaan 
keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab 
dibutuhkan dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas 
pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik 
dengan berorientasi pada pelayanan umum 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 
(6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 
2020; PP No. 12 Tahun 2019.  

  - Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah di Kabupaten Grobogan sudah banyak mengalami 
perubahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini disusun untuk 
menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) 
pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipatif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. Peraturan Daerag ini mencakup pengaturan mengenai 
perencaaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, 
asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban Keuangan Daerah yang 
diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu 
menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan 
keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut 
secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan 
Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. 

    
 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 

2021 
 

 

 


